
Menimbang

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR ICI TAHUN 2OT7

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGANAN, PEI.,AYANAN

DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan

terhadap Perempuan dan Anak merupakan

pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan

terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk

diskriminasi, sehingga perlu dilakukannya upaya

pencegahan dan penanganan;

b. bahwa tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan

Anak terus meningkat, tetapi pencegahan dan

penanganan belum dilakukan secara maksimal;

c. bahwa (landasan yuridis)/aturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan

Penanganan, Pelayanan dan Perlindungan Korban

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
. 
Dasar Negara

. Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun L979 tentang

Kesejahteraan Anak (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 31a3);

Mengingat



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Conuention on

the Elimination of Atl Formsof Disqimination Against

Womenl (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1984 Nomor 29, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 32771;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun L999 tentang Hak

Asasi Manusia (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun L999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang

Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 109, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 42351, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OL4 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AV Nomor 297, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten

Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 155, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a350);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4al-9l;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

4.

5.

7.

6.

8.



9.

10.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2Ol2 tentang Sistem

Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol2 Nomor 152, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523214

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e1;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6Oa\

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang

Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagt

Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO8 Nomor 22, Tartbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a818);

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun

2Ol2 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

11.

t2.

13.

EMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN,

PENANGANAN, PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN

TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Anr.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut

Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara

Pemerintah Kabupaten Kepulauan An yang terdiri atas

Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan

Aru.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Aru.

Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres

adalah Polres Kepulauan Aru.

5. Organisasi Perangakat Daerah Kabupaten yang

selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

yang selanjutnya disingkat DPP&PA adalah Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kepulauan Aru.

7. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami

kesengsaraan dan/atau penderitaan, baik langsung

maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

termasuk yang ada dalam kandungan.

9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan

Hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana

terhadap lisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi

nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya

kemerdekaan seseorang.

10. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh

Pendamping Hukum dan Advokat untuk melakukan

proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan

. terhadap Perempuan dan Anak

11. Psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan

emosi, motivasi dan perkembangan pribadi manusia

serta perubahan dalam bagaimana individu

berhubungan dengan orang lain.Jadi, perkembangan



t2.

psikososial merupakan kepribadian yang saling

berkaitan dengan hubungan social.

Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak

berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada

seseorang;

Kekerasan lisik adalah setiap perbuatan yang

mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada

tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan

dan / atau menyebabkan kematian;

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa

pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual,

pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau

tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan

orang lain untuk tu.juan komersial dan/atau tujuan

tertentu;

Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang

menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak

memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan

sebagaimana mestinya;

Eksploitasi adalah Tindakan sewenang-wenang yang

bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukakn

terhadap masyarakat atau keluarga dengan tqiuan

memaksa anak tersebut unhrk melakukan sesuatu tanpa

memperhatikan hak anak.

Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban

Tindak Kekerasan yang selanjutnya disingkat PTPAKTK

adalah mekanisme penyedia layanan terhadap korban

kekerasan, yang berbasis P2TP2A, dikelola secara

bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis,

psikososial dan pelayanan hukum.

18. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang

selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak pada Polres Kepulauan Aru.

19. . Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak yang selanjutnya disingkat F2.TPZA adalah Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kabupaten Kepulauan Aru.

20. Rumah arnan adalah tempat tinggal sementara yang

13.

14.

15.

16.

t7.



digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap

korban sesuai dengan standar operasional yang

ditentukan.

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas penyelenggaraan Pencegahan dan pencegahan,

penanganan, pelayanan dan perlindungan korban tindak

kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah:

a. penghormatan terhadap hak-hak Perempuan dan

Anak;

b. kepentingan terbaik bagi korban;

c. keadilan;

d. anti kekerasan;

e. perlindungan terhadap korban;

f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan

perkembangan;

g. penghargaan terhadap pendapat Anak;

h. kerahasiaan; dan

i. pelayanan cepat dan efektif

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

a. menjamin pemulihan hak Perempuan dan Anak

korban kekerasan;

b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum

terhadap Perempuan dan Anak korban tindak

kekerasan;

c. mewujudan keadilan sosial;

d. meningkatkan kepekaan dan penyadaran serta

pengetahuan hak-hak Perempuan dan Anak; dan

. e. menjamin setiap Anak berhak untuk dapat hidup,

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara w4iar,

serta mendapat perlindungan dari tindakan

kekerasan.



re
Pasal 4

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

a. pemulihan psikososial dan spirihral, fisik bagi

Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;

perlindungan dan upaya hukum terhadap korban

tindakan kekerasan;

penumbuhan kemandirian Perempuan korban

kekerasan;

pelayanan pendidikan bag Anak korban tindak

kekerasan;

peningkatan kesadaran bagt masyarakat terhadap

keberadaan Perempuan dan Anak; dan

memberikan pendampingan yang dapat dilakukan

oleh masyarakat dan Lembaga Sosial

Kemasyarakatan sebagai upaya pencegahan atau

penanga.nan kasus kekerasan.

Pasal 5

Pencegahan dapat dilakukan melalui:

a. sosialiasi dan kampanye kepada masyarakat luas

tentang Undang-Undang dan kasus-kasus kekerasan

terhadap Perempuan dan Anak;

sosialisasi bagi Keuchik, tokoh agama, tokoh

masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat

lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan

terhadap Perempuan dan Anak;

penyuluhan tentang hak-hak Suami/Istri bagl

pasangan calon Suami Istri yang akan menikah;

melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagr

masayarkat luas dan kampanye anti kekerasan

melalui berbagai media;

membentuk kelompok kerja multisektoral untuk
pencegahan kasus kekerasan di tingkat Gampong,

Kecamatan dan tingkat Kabupaten;

mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang

mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang

berkepentingan;

b.

c.

d.

e.

b.

c.

d.

e.



h.

g. membuat dan mengadvokasi kebijakan-kebiiakan

l.

pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala

bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling

bertukar informasi, rencana kegiatan serta

mengambil tindakan-tindakan yang dianggap

mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan;

meningkatkan peran serta Imum Gampong dalam

proses perkawinan;

pengaktifan lembaga-lembaga yang berada di

Gampong seperti Keuchik, Ttrha Peut, Tuha Lapan

untuk penyelesaian perselisihan perkawinan; dan

melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh

agama dalam memberi bekal atau nasihat-nasihat

perkawinan tgntang hak-hak Suami Istri menurut

Syariat Islam bagr pasangan muslim yang akan

menikah.

Pasal 6

(1) Pencegahan sebagaima.na yang dimaksud dalam Pasal

5 dapat dilalmkan oleh Pemerintah Kabupaten,

Organisasi Masyarakat, Masyarakat, Individu dan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

(2) Pencegahan berbasis masyarakat memegang peranan

penting dan akan menimbulkan semangat kepedulian

tinggr antar sesama masyarakat.

(3) Masyarakat dibekali dengan informasi, pengetahuan

dan ketrampilan untuk dapat menditeksi secara dini

tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tengah

masyarakat.

(4) Setiap orang yang mendengar, melihat atau

mengetahui terjadinya kasus kekerasan wajib

melakukan upaya-upaya sesuai kemampuannya

untuk:

a. mencegah berlangsungnya tindak kekerasan;

b. memberikan perlindungan kepada Perempuan dan

Anak yang menjadi korban;

c. memberikan pertolongan darurat; dan

d. membantu proses pengajuan permohonan

penetapan perlindungan.

J.

k.



RUAI{G LINGKI.'P

Pasal 7

Ruang Lingkup kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

meliputi:

a. tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

yang terjadi di ranah privat dan publik;

b. tindak kekerasan yang terjadi di ranah privat

dilakukan dalam rumah tangga oleh pasangan atau

mantan pasangtur dalam maupun di luar perkawinan,

yang mempunyai hubungan keluarga darah,

perkawinan, adat, adopsi, yang bekerja pada ortrng

lain atau yang tinggal dan menetap pada orang lain;

dan

c. tindak kekerasan di ranah publik dilakukan oleh

orang lain di masyarakat atau di luar rumah tangga

yang meliputi pelecehan, diskriminasi, kekerasan di

tempat kerja, kekerasan di wilayah konflik dan

kekerasan di media massa.

BAB II

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

, TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 8

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

meliputi:

a. kekerasan fisik;

b. kekerasan psikis;

c. kekerasan seksual;

d. kekerasan ekonomi; dan

e. eksploitasi yang meliputi eksploitasi ekonomi atau

seksual, tindakan dengan atau tanpa persehrjuan

korban meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran,

. kerja atau pelayanan paksa, perbudakan,

penindastul, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,

organ reproduksi atau secara melawan hukum

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau



kemampuan seseorang.
BAB III

HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK

KEKERASAN

Pasal 9

Hak Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan

meliputi:

a. perlindungan sementara, perlindungan hukum serta

dukungan dari semua pihak;

b. bantuan hukum untrrk melakukan upaya hukum di

setiap proses hukum;

c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan

pelayanan darurat;

d. penanga.nan secara rahasia;

e. pendampingan;

f. tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat

tinggal lainnya yang dianggap ama.n;

g. pelayanan psikososial dan spiritual;

h. rehabittasi;

i. dukungan ekonomi, pelatihan keterampilan unttrk

menciptakan dan menumbuhkan kemandirian; dan

j. bimbingan keagamaan.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN

Bagran Kesatu

kmbaga Pelayanan

Pasal LO

(1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru membentuk

mekanisme pelayanan terpadu terhadap Perempuan dan

Anak korban tindak kekerasan dalam bentuk Pelayanan

Terpadu bagl Perempuan dan Anak Korban Tindak

Kekerasan (PTPAKTK).

(2) Pelayanan terpadu terhadap Perempuan dan Anak korban

tindak kekerasan dilaksanakan oleh Lembaga Pelayanan

yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

maupun Lembaga Non Pemerintah.

(3) Pemberian pelayanan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada ayat (l)



dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

(PPA) Polres, R.rsat Pelayanan Terpadu Pemberdayaa.n

Perempuan dan Anak (Y2TV}A\, Dinas Kesehatan,

khususnya h.rskesmas, Rumah Sakit Umum dan Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, BPMPKS atau

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

pemberian pelayanan di bidang kesehatan dan kesejahteraan

sosial.

(4) Pemberian pelayanan terpadu oleh Iembaga Non Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat {21 silakukan oleh

organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas dan Badan terkait

serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam memberikan

pelayanan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan

saling berkoordinasi dan bekerja sama di bawah koordinasi

Wakil Bupati.

Pasal 11

(1) Pemberian pelayanan terpadu dilakukan atas permintaan

korban, keluarganya, pihak lainnya, Lembaga Non

Pemerintah maupun atas inisiatif Pelayanan Terpadu bagi

Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (PTPAKTK)

sendiri.

(2) Pelayanan Terpadu bagr Perempuan dan Anak Korban

Tindak Kekerasan (PTPAKTK) dikoordinir oleh Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A).

Pasal 12

(1) Keanggotaan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak

Korban Tindak Kekerasan (PTPAKTK) terdiri dari Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

{P2TP2A\, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada

BPMPKS, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Polres, Rumah Sakit Umum, Dinas Kesehatan khususnnya

Pupkesmas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Pekerja

Sosial/Relawan, ulama serta Lembaga Non Pemerintah.

(2) Pelayanan Terpadu bagt Perempuan dan Anak Korban

Tindak Kekerasan (PTPAKTK) memfasilitasi penerimaan



pengaduan, perlindungan sementara, petra5ranan medis dan
psikososial serta perlindungan dan pendampingan hukum
terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan.

(3) Proses fasilitasi dan dukungan terhadap korban dapat

dilakukan secara langsung oleh masing-masing pusat

layanan atau merujuk kepada pusat layanan lain yang ada

di Kabupaten, Kabupaten/Kota.lain atau pusat layanan yang

ada di Provinsi Maluku.

(4) Perlindungan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sejak mendapatkan laporan, baik dari
korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya telah

teriadi tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
Bagian Kedua

Tlrgas dan Wemtnang

Pasal 13

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(F2TP2A) bertugas:

a. menyediakan tenaga konseling, Penasehat Hukum, penyuluh

spiritmal, pemberdayaan dan perlindungan terhadap

Perempuan dan Anak korban kekerasan;

b. mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan

korban yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus dan

rujukan kasus;

c. mengatur tertibnya administrasi korban;

d. mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak serta medorong terbangunnya

kelompok dukungan bagi korban di komunitas; dan

e. menjalankan fungsi koordinasi dengan anggota Pelayanan

Terpadu bagr Perempuan dan Anak Korban Tindak

Kekerasan (PTPAKTK) lainnya dalam pelayanan Perempuan

dan Anak korban kekerasan.

Pasal 14

Bidang ierlindungan Perempuan dan Anak bertugas:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang l,ayanan Terpadu

Perlindungan Perempuan dan Anak;

b. melakukan sinkronisasi program dengan SKPK dan unit

pelaksana teknis lainnya (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Mobilitas Penduduk, Dinas Kesehatan, BPMPKS, Kantor

Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas



Pendidikan dan lembaga pelayanarr) yang berada di

kabupaten;

c. membuat upaya perlindungan perempuan dan anak yang

berkoordinasi dengan SKPK dan Lembaga Pelayanan yang

ada di Kabupaten Kepulauan Aru untuk memastikan

terlaksananya upaya-upaya pencegahan dan penanga.nan

kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

d. membuat dukungart database korban kekerasan;

e. membangun jejaring kerja dengan Instansi Pemerintah dan

Non Pemerintah;

f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap

kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh Perempuan dan

Anak di Kabupaten Kepulauan Aru; dan

g. membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya

pencegahan dan penangana.n kasus kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak.

Pasal 15

Rumah Sakit Umum bertugas:

a. menyediakan ruang khusus bagi pelayanan Perempuan dan

Anak korban kekerasan;

b. memberikan pelayanan medis kepada Perempuan dan Anak

korban kekerasan meliputi pemberian uisum et repertum,

pemeriksaan kesehatan, perawatan medis yang meliputi

rawat inap dan rawat jalan serta pelayanan kesehatan jiwa

bagi korban;

c. pemberian pelayanan konseling dan pelaporan oleh

Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban

Tindak Kekerasan (PTPAKTK) dilakukan tanpa dipungut

biaya; dan

d. Surat Keterangan Sakit kepada Perempuan dan Anak korban

kekerasan.

Pasal 16

Puskesmas bertugas:

a. memberikan pelayanan medis tahap awal kepada perempuan

dan anak korban kekerasan; dan

b. merujuk kasus ke Rumah Sakit Umum dan layanan lain

yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 17



Unit Perlindungan Perempuan dan Anak [PPA) Polres bertugas:

a. menerima pengaduan dari Perempuan dan Anak korban

kekerasan, keluarga, pendamping dan pihak lain;

b. memberikan perlindungan sementara kepada Perempuan

dan Anak korban kekerasan;

c. mengeluarkan Surat Pengantar uisum et repertum; da:rr

d. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di

Kabupaten, Kabupaten/Kota lain maupun layanan yang ada

di Provinsi Maluku.

Pasal 18

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk bertugas:

a. menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang memadai

untuk perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan

serta membuat mekanisme kerja rumah aman;

b. melakukan upaya pemberdayaan kepada Perempuan dan

Anak korban kekerasan; dan

c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di

Kabupaten, Kabupaten/Kota lain maupun layanan yang ada

di Provinsi Maluku.

Pasal 19

l,embaga Nonpemerintah/Relawan dan Ulama bertugas:

a. melakukan pendampingan terhadap Perempuan dan Anak

korban kekerasan;

b. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan

Anak; dan

c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di

Kabupaten, Kabupaten/Kota lain maupun pusat layanan

yang ada di Provinsi Maluku.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 2O

(1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Lembaga

Swadaya Masyarakat melakukan upaya pemberday€ran

terhadap masyarakat termasuk Perempuan dan Anak korban

tindak kekerasan, untuk meningkatkan kemampuan dan

pengetahuannya tentang kedudukan hak dan kewajiban



Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan S5rari'at

Islam serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan cara:.

a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan

kemitraan;

b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan

masyarakat;

c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan

pengawasan sosial;

d. memberikan sara.n dan pendapat;

e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan

laporan;dan

f. pemahaman keagamaan yang benar.

Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:

a. memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan

tenaga;

b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak Perempuan

dan Anak korban tindak kekerasan dan pengelolaan rumah

aman; dan

c. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporarl, penilaian

dan evd.luasi terhadap program yang berkenaan dengan

penanganan pelayanan terhadap hak Perempuan dan Anak

korban tindak kekerasan dan ikut serta membuat program

pembinaan pemberdayaan, penanganan dan pelayanan

terhadap hak Perempuan dan Anak korban tindak

kekerasan-

Pasal 22

(1) Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial atau Lembaga

Swadaya Masyarakat yang mena.ngani masalah Perempuan

dan Anak korban tindak kekerasan dapat terlibat aktif
secara langsung atau tidak langsung dalam menangani,

memberikan pelayanan dan pemberdayaan Perempuan dan

Anak korban tindak kekerasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Organisasi

Masyarakat, Organisasi Sosial atau Lembaga Swadaya



Masyarakat mengacu pada program yang telah ditetapkan

oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

(3) Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial atau Lembaga

Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi

yang mendapatkan biaya, fasilitas dan/atau pelimpahan

pelayanan atau pengelolaan rumah aman bertanggpngiawab

kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Kepulauan Aru dan sumber-sumber lain yang sah dan

tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal tb 5vuv lr,l}

BUPATI KEPULAUAN ARU,



Diundangkan di Dobo

pada tanggal lb f,n^6 1r;1)

ARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

BERITA DAERAH IGBUPATEN KEPUI,,AUAN ARU

TAHUN 76 t'+ NoMoR f0

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPAI,,A BAGIAN HUKUM

DAN HAI\[,


